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SALINAN [ 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU3US 
IBUKOTA JAKARTA 

ERAT'URAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang a buahwa ketentuan Upah Mieleum Provinsi cbagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
engpahan daan Ke putusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 
tentang Dewan Pengpahan serta Peraturan Gubernur Nomor 
59 Thun 2005 tentang Organisasi dan Tta Kerja Dewan 
Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 
dadamn rangka meningkatkan upah riil pekerja; 

b. bahwa peningktan upah rill yang ditungkan_dalam Vpah 
Minimum Provinsi scbagaimana «diraksud dalam hurut a, 
berdasarkan surat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah 
Khuus lbukota Jakarta tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 
/Depeprov/X/2018 hal Rekomendasi UMP 2019 

Mengingat 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Instruksi 
residen Nomor 9 Tuhun 2013 tentang Kebijalaun Penetapa 
Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangwungan hsaha dan 
Peningkatan Kesejahteraan Pekeerju, perlu menetapken 
Peraturan Gubernur tentang pah Minimum Provinsi Tahun 
2019; 

L, Undang-Undang Nomor 2I Tuhun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, 

Tahun 2003 13 2. Undang-Undang Nomor 
Ketenagakerjcan, 

3. Undang-Undang Noror 29 Tahu 2007 tentang Pemerintaha 
peevinsi Daerah KhusS [bukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Ksatuan Republik Indonesia; 

4. Udang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah sebagaimana telah bebcrapa kahi diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 



5. peraturan Pererintah Noor 78 Tahu 2015 tetang 
engpahan 

6. Keputsan restden Noor 10 Thu 20OM tent Dew 
engupahan 

7. Keputusan Mentert Tenaga erfa dan Transmtgraest Noor 
KE 201/MEN/2DOI tentangg Keterwakllan Dalam elembagasac 
[lubugan Industrial 

8. Peraturan Menter Teraga era dan Trustgras Noor 7 
Tbun 2013 ten6mg Upah M i u  

9.  Peraturan Mentent Keenagakerjaan Noor 1 Than 2016 
tentag ebuthan Hidup Layak 

I0. Peraturan Daerah 
Ketenasakerjaan 

Noor 6 Tab tentang 

I.Peraturan Gubernur Noor D9 
Orgaulsast damn Tata Kerfa Dew 
Darrah Khsu IDukoa Jakarta 

Tahu 2005 
Pengupaat 

tentang 
rovinst 

Menetpkcan 

2. Peruaturan Gberut Noor 42 Tahu 2007 entang Tata Cara 
eranguuha Pelaksnaan L/pad Mitem Provinsl; 

MMUTUSKAN 

EA'TUAN GUBERNUIR TENTANG AIM MINIMUM PROVINSL 
TAUN 2019 

[sat I 

pa Minto rovinst Tahun 2019 ht roll Daerah Ku 
buota Jakarta sebesar Rp3.940.973,096 (tiga Jta semb#la 
ratus empat puluh rib sebflan rats tufuht puluh tlga rupiah 
nol sebllan p u h  ena sen) per Bula 

sat 2 

I) Pengusaha dtlarang membayar upah lebth rendah tat Upah 
M i u  [rovinst sebagaran tiraksud datam Pasal f, 

(2) Setlap pengtsaha yang melaggar rtentuan sebagadona 
d#make sud pada ayat (l) dikenaka sanksi sesud denga 
ketentnan peraturan perndag-unanga 

Paa8 

Perusahaan yang tidak maunpu melaksanakan ketentua 
sebagaima.a dimaksud dalam Pasal I, dapat mengafukan 
penangguthan pelaksa.nan L'pah M t u r n  Prov[psi scar 
tertulis kepada Guberr melalu Kepala Dias Tenaga Kerja damn 
Truunsigrast Provins Daerah Kluss [bukota Jakarta paling 
lambat I0 (sepuluh) hai sebelu diberlakukan, dengan 
persyaratan dan teknt sebagahana dlatur dalan Peraturat 
Gubernur Nomor 42 Tahu 207 tentang Tata Cara Penangte ha 
Pelak sanaan Lpah Minium Provins 



Pasal 4 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 berlakeu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 
dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang 
danil (satu) ta.hun 

Upah Minimum Sektoral proinsi yang belum ditetapkan dapat 
diusulk.an dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan 
Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
terkait pada sektor yang bersangkutan 

Pasal 6 

() Pererintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 
meningkatkan kesejahteran pekerja dengan memberikan 
kebijakan berupa; 

e. beta layaanan transportasi gratis, 

b. penyediaan pangan dengan hargas murah; dan 

c. biaya personal pendidikan. 

(2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tatn cara pemberian 
kebijakan sebagaimana dimasud pada ayat [l) diatur dalam 
Peraturan Gubernur. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mnemerintahkan pengundangan 
Peruturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Dacrah Khusus lbukota Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pads tanggat 26 0Oober 2918 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS 
IUKOTA JAKARTA 

ANES BAWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pade tagged 29 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

AEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 21039 

Salit 
KEPALA B 

PROVINS 

cngan aslina 
KRETARIAT DAERAH 

IBU, OTA JAKARTA, 


